BUPA'TI LIMA PULUH KOTA
PROVINNSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS
SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat

(1) dan (%) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor | Tahun 2017 tentang Kemandirian dan
Kelahansn Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Suinber Daya Lokal;

L. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a perlu membentuk Peraturan Bupati Lima
Puluh kota tentang Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Mengingat ;1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun .1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

4. Undang-lJndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2012 Nomor

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5360);
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5. Undang-Jndang  Nomor 23 Tahun 2014  (entang
l’unu.-rmmlum Dacrah  (Lembaran  Negara  Republhik
ndonesin Tahun 2014 Nomor 244, 'l';unlm’lmn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebapaimana
telah - dinbah  beberapa kali, terakhir dengan Und;m;'-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan I\’(:du;
Alas Qn lang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Rupul)lik)
donesin Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

» Negara kepublik Indonesia Nomor 5679);

O lf'-r‘nlllr‘all ’emerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
hetahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara chublik)
ndonesix Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Nomor 5680);

:\.:;“luren 2residen Nomor 22 Tahun 2009 lentang

T\"Juakzn Percepatan  Penganekaragaman  Konsumsi
an Benasis Sumber Daya Lokal:

foaturan Menteri Pertanian  Nomor

13/ Permr entan/OT.140/10/2009 tentang  Percepatan

Penganecaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber

Laya Loxal; '

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Baral Nomor 3
Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 3);

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun
2017 tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal,

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1
Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan
(Lembaran Daerah Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun
2017).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANEKARAGAMAN

KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

elam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

o N w

Naerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Pemerintah Daerali adalal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bupati adalah Bupati Lim: Puluh Kota.

Dinas Pangan adalah Dines Fangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya d'isebut UMKM adalah
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di bidang pangan.

esuatu yang berasal dari sumber hayati produk
kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan

air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagal
minuman bagi konsumsi manusia, terma'suk bahan
bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang
ahan, dan/atau pembuatan

Pangan adalah segala s
pertanian, perkebunan,

makanan atau

tambahan pangan, :
digunakan dalam proses penylapan, pengol

makanan atau minuman.
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12 Metode Pengukuran Pola Pangan Harapan melnlui master aphlas Survey
honsumsi Pangan

13 Ketahanan Pangan  adalah  kondisi terpenuhinya pangan g

perseorangan  dan  ruman tangpa di daerah, yang tercermin dar
tersedianya pangan vang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,
beragam, bergizi, merata, dan terjangkau sertn sesuai denpgan kevalanan
aant budaya untul dapet nidup sehat, aktif dan produlint secarn
berkelanjutan.
erangkat Dacrah vang selmjutnya disingkat PDadalah peranglon
daacrah yang membidangi ketahanan pangan i Hngkonpgan Vemern
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota,

15 Pangan  Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh

masyarakiat
setempat sesuai dengan pctensi dan kearifan lokal,

16 Pangan Pokok adalah segila sesuatu yang berasal dari sumber havyati,
bailk nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebapai makanan
dtama bagi konsumsi manusia,

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara
“rteuI metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan,

& temangku Kepentingan adalah in(lilvi(lu ill{.lll l<pl(>rr;!)n?,l< :\,“'n([l", n;\‘f(:n,:;l‘:;rlnr;f\
dampak baik langsung maupun .uduk lz.mgsung. ('d;I'htm m"\”.;l;mm;
termasuk mereka yang mempunyai lfcpcnlm'gzm serta kemampui
mempengaruhi tujuan akh r dari kegiatan tersebut. | N
Lelompok Wanita Peneri na ‘Bm}t‘lmnl u(lulx{h I(Cl(‘)ll]]‘)r)l\}li\Vr)l(l.:.]‘l;;’lm‘_\;‘fll:l:;
Herdasarkan hasi! verifikasi Tim Teknis Daerah memenuhi pers
sebagal penerima bantuan
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2 | . = . : N
()} cnpanekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokl hertujua

A mewwudkan kete

rpaduan dan koordinasi dalan pelisksanng
pengancekaragp

man pangan berbasis sumbher daya lokul,

b C me silitasi i
ntuk memfasilitasi dan mendorong terwujudny pola lonsum
p‘l\.ngz.m vang beragam, herpizi selmbang dan amag i
diindikasikan oleh ko Pola Pangan Harapan,

C.

mendorong pengem angan g

saha pangan; dan/utay

d menmgkatkan kesejahternan masyaranlkat,

BAR
PENINGKATAN KEANEKARAGAMAN PANGAN

Pasal 3

Yeay ¢ learao: ¢ . \ |
Penpanc karagaman Panpan dilakukan melalui ;

peactapan kaidals P nganckarnpaman Pangan,

= pengoptimalan Pangan Lok.al:

3. pengembangan teknologi dan sistem in

P e sentil bagi usabin penpolahian
angan Lokal;

4. pengenalan  jenis pangan  baru,

. termasuk Pangan Lokal yang belum
dimanfaatkan;

2 pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;

0. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternnk, dan
ikan;

©. pengoptimalan pemanfaaten lahan, termasuk lahan pelarangan;

penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pangan; dan

pengembangan  industri - pangan  yang  berbasis  Panpan  Lokal,

Pasal 4

condnbhl Pengancnacaman Pengan sebagaimana dimaksad dalam Pasal
depka 1 dilaktcar: dengan berpedoman pada:

prinsip Gz bennbanyy
. berbasis sui.Loer dayicdan kearifan lokal,
ramah Lngrinvan; dn

d. aman.

(2, 'rinsip Gizi Seimbang seba jaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a diukur 1
dengan Pola Pangan Harapan,

(3) Pola Pangan Harapan d tetapkan berdasarkan ketentuan  perundang-
undangan.

Pasal 5
Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2
dilakukan melalui : -
1. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan
Pangan Lokal;
). penerapan standar mutu produk Pangan Lokal;
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3 Pcll:(f 1 \
OB a3t | g Panpan Lokal,

1 penelig
Pencelitinn, Pengembunpy,,

[ . aneopengkojion Pangs < ‘
5. promos g pengl) Pangan Lokal; dan

an edukasi pap wan Lokal,

. Pasal 6
(1 if-11;:711‘1!)1;1\;;;\11 teknologi pengolahan
dimaksud  dalam :
asal 3 angka 3 dil '

\ ka3 dilakukan  melal ‘nelitic
i, ‘ d ' @ ! ‘ nelalut - penelitian,
(-1-(”%0 I:mgan,.]x,n;gluumn diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan

*ONomIS petant dan Pelake Usaha Pangan Lokal | (

davri(re {
angan - Lokal  sebagaimana

2) Peneermharmoe detem | 0 :
()L:Ir)lg%t}:‘lbdngdn .m?lu'n msentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal
galimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 dilakukan melalui
p(‘nyvdu}un dan peninpkatan akses atas L(:I:nologi informasi, s ; ’l
produksi, modal, pemasare n, dan pembinaan manajcmcn usz‘lh’a.::lig;

[ARI Il (1 ll{i ] < 5 ]) 5
3 C m ]”nll)‘lh ‘cmbail C
Sk \]. 1 4 (1 U} « U l(:ln u‘)(lhd L”I ()l ll)‘l“ ar .‘u‘l”

asal 7
lgngun‘ulun Jems  pangan  baru, lermasuk Pangan Lokal yang belum
d!nmnlgatkan sebagaimana cimaksud dalam Pasal 3 angka 4 dilakukan
melalui promosi, edukasi, penerabangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

Pasal 8

wenalan jenis  pangen baru, termasuk Pangan Lokal yang belum
disnlaatkan sebagaimana d maksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Dinas
Pangan  dengan  niclibatkan  Perangkat Daerah Kabupaten/Kota  vang
membidangi ketahanan pangan.

19

Pasal 9

Pengembangan  diversiflikasi  usaha tani dan perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 5 dilakukan melalui penerapan sistem
pengelolaan tanaman, ternak, dan/atau ikan, serta sumber daya secara

terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 10

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan
ikan sebagaimana dimaksud calam Pasal 3 angka 6 dilakukan melalui :

1. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;

2. pembinaan petani dan pem budidaya ikan dalam menghasilkan benih dan
bibit tanaman, ternak, dan ikan;

3. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;

dan | |

pemberian subsidi henih Jan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesual

Jengan kebutuhan

4.

Pasal 11

¢ angan

() Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk la:ik}flr;( uk};ilka(r;nzan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angl.ca 7 1:; e i
memperhatikan kescsuaiar lahan dan agroekosistem un

Ketahanan Pangan berkela:jutan.
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Pelieranpan nebapsimonag dirsbood pada ayat (1)
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P Bemaran dan Pepny

araton Serta Penpelolann Bantuan Sosinl
ki ' . : -
TS ll;\(‘\lll\l\\tll“‘ | )¢ l“l\ll\llllllll l)|)|||||1|l]{),'|f',| ’)ﬂ””l”[“‘)'")” prfl’.:JTUTI(’Un
i RenRep s ramahe pangan lestari kepada Kelompok Wanita

o ! T
‘\”«lun\ Il.ml|l|.m diberiban hantuan dalam bentuk uang dan/atau
At nenu denp e v ‘ )
) cnpan ketentuan e rundang-undangan.

{ i | ) . |
ll.mln.ml vang dan/atina barang, sebagaimana yang, dimaksud pads ayat
(1) diberikan hanya U (saa) kali untulk maning-masing kelompok.

Untuk mendapatknn bantuan uang dan/atau barang sebagaimana
N 'Y H >
x‘\unu\\.“\u\ padic ayat (1) Kelompok Wanita Penerima Bantuan harus

mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati ¢.q. PD.

helompok Wanitia: Penerima Bantuan yang diberikan  bantuan biaya

dan/atau barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persvaratan dan diverifikas.,

Untuk melaksanakan verifikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (4)
Kepala PD membentuk Tim Teknis Daerah,

Datam melaksanakan verifikasi, Tim Teknis Daerah berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah yang mengurusi bidang ketahanan pangan.

savaratan sebacaiinana dinuksuad pada ayat (4), meliputi
o jumlah anpeota minimal 18 rumah tangga;
n o letak rumah tempat tnpeal saling berdekatan dalam satu kawasan;
¢ kelompok telah berdiri saling kurang 2 (dua) tahun dan

masih aktf melalsanaken lepiatan,

¢ memiliki kelembagaan yang sah  dibuktikandengan surat
keputusan pengulcuhan kelompok oleh pejabat berwenang;

¢ memiliki struktur organ sasi dan kepengurusan yang jelas,

{ bersedin  dan  sanggup melaksanakan  kegiatan  pemanfaatan
pekarangan secara berkelanjutan; dan

g. sural pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dalam tahun yang
sama dari Pemerintah/Femerintah Dacrah

. Kelompok Wanita Penerimi Bantuan yang dinilai layak dan mem_enuhx

persyaratan berdasarkan h.sil verifikasi Tim Teknis Dacerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) ditctapkan sebagai penerima bantuan dengan

Keputusan Kepala Dinas Pangan.

~
oo
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penguatan  usahg - Pasal 13
sebagaimana dimaksmlkro,

‘ 1 dalam
| mll\ungan kebl ak
untuk budidach1 an dan j

5 » dan menengah di bidang Pangan
asal 3 angka 8 dilakukan melalui -

adan penge]’s{)nberian insentif ekonomi dan non ekonomi
2 penciptaan angan usaha produk Pangan Lokal;

dan

: pEN ‘ :

meningkatkan efisielnsige”r:g:!]gan b o e HEIE
] ) al

ceamanan produk Pangan Lopal tambah, dan menjamin mutu dan
3 fasilitasi untyk ‘
uk mengak ;
pengolahan. 4 gakses teknologi, sarana produksi, permodalan,

an pe i
' : Pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;
pembinaan  kewirausahaar,

)

usaha Pangan ksl penguatan _kelembagaan, dan kemitraan

5. kKemud 1 izi
ahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan
pengembangan  permintaa

o rod 1 Titn
SoSiBliNa s, produk Pangan Lokal melalui fasilitas:

promosi, dan edukasi.

Pasal 14

f"‘cﬂnlg)(l?’mbangan industri pangan yang berbasis Pangan Lokal sebagaimana
dima \'sud dalam Pasal & angk:. 9 dilakukan melalui :

I pemanfaatan bahan baku P:ngan Lokal;
2 pemberian insentif usaha Pengan Lokal;
S 1mkubasi industr Pangan Lokal; dan

dukungan infrastrukiur den regulasi untuk meningkatkan efisiens: dan
dava saing.

Pasal 15

(1) Pemanfaatan dan pengelolaan bantuan sepenuhnya menjadi tanggung
jawab Kelompok Wanita Per erima Bantuan.

(2) Kelompok Wanita Penerima Bantuan yang telah ditetapkan sebagai
penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8)
bertanggung jawab melaksenakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan
melalul konsep kawasan rumah pangan lestari secara berkelanjutan dan
Gapat mengembangkan kepida masyarakat di luar kelompok.

Pasal 16

4, alam  pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui

“onsep kawasan rumah pangan lestari sebagaimana dimaksud dalam
sal 14 ayat (2) setiap KKelompok Wanita Penerima Bantuan didampingi

)l=4 tenaga pendamping yaig serasal dari penyuluh pertanian.

~.pyuluh  pertaman  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
laksanakan tugasnva diberikan insentif berupa honoranum setiap
cannva selama melaksaiakan tugas apabila sumber dana tersedia
T LU

Lonorarium  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesual

1
cngan ketentuaii peiatdral perundang-undangan.
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LOKAL

i

(1) Pengembangan, Pangan dilay Pasal 17
san

(2) Penggalian terh
1dentifikasi berh
Kecamatan,

) akan berbasis sumber daya lokzl.
a @p  potensj
agal jenis komg

spmber daya lokal dilakukzn melz]
diti Pangan Lokal yang terdapat di ger

(3) Komoditi Pangg
n
ayat (2) dikeribanlgﬁ;a; };an memiliki potensi sebagaimana dimaksud pzcz
mineral untyk €0agai sumber karhohidrat, protein, '

memenyh; Leo. : vitamin. dan
dan aman, uhi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang
1) p Pasal 18
engembangan komodit
. moditi Fanea . L
dimaksud dalam Pasal 1§ o n Lokal sumber karbohidrat sebagaimanz

ayat [C}) d'itujukan untuk penyediaan bahan
it subs.tltum beras dan terigu, sehingga tingkat
yang tinggi bisa diturunkan. d

pangan sumber karbohidr:
konsumsi beras dan terigu

(2) Penge.mbangan komoditi P
(1) dilakukan melalu; pe
bentuk produk intermediet

angan Lokal sebagaimana dimaksud pada avat
‘ngembangan pengolahan hasil, baik dalam
makanan jadi dan/atau beras analog.

Pasal 19

(1) l?engembangan pengolahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 avat (2) ditujukan kepada Kelompok Wanita Penerima Bantuan
«'Ilan/atau UMKM di bideng pangan, yang diarahkan menuju usaha
industri pangan herbasis Pangan Lokal. )

2y nepada  Kelompok Wanita Penerima Bantuan dan/atau  UMKM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bantuan peralatan
rengolahan hasil dan/atas bahan untuk meningkatkan kuantitas dan
uzlitas produtor: &

Jeompok Warnie Peaerima Bantuan dan/atau UMKM vang akan diberi
nantuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan
sermohonan secara tertulis k2pada Bupati ¢.q. Dinas Pangan Kabupaten

_ima Puluh Kota.

\4) helompok Wanita Penerima Bantuan dan/atau UMKM yang diberikan
bantuan sebagaimana diraksud pada ayat (2) adalah kelompok wanita
dan/atau UMKM yang dinilaj layak dan memenuhi persyaratan setelah
dilakukan verifikasi oleh Tin Teknis Daerah.

(5) Persvaratan sebagaimana ¢imaksud pada ayat (4), meliputi :

‘ei, bergerak di bidang usah« pengolahan Pangan Lokal non beras non terigu;

h. memiliki tempat usaha untuk proses produksi;

c. mampu melaksanakan usaha pengolahan hasil Pangan Lokal secara
teknis dan manajemen usaha; dan

d. mempunyai kemampuan wirausaha untuk pengembangan produk.

(6) Kelompok wanita dan/atau UMKM yang dinilai layak dan memenuhl
persyaratan berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pengan Kabupaten Lima Puluh Kota.

(7) Pemanfaatan dan pengelo aan bantuan yang telah diserah terimakan
menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
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Panal 20
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(3)

"!' dibutukan dalam rangka pelaksanaan kesepakatan
1 alse
nd Mnn o d maksud pada ayat (2) dibebankan  kepada
apat - ol ,
patan dan Belanya Daerah Kabupaten Lima Pulith Kota

BAL IV PEMBINAAN

Pasal 21
TNk 0N ot . i ) )
Pan gka n (’H ‘pkatkar  penganekaragaman pangan, Bupati melado
rangan melal

hian pe nbonaan terhadap Kelompok Wanita fenerima

1 dan /aty A

Pasal 22
SOTIAAT sCLepaniana d maksud dalam Pasal 21 melputs

pengeniba was usaha berbasis Pangan Lokal,

penmglkatan pongetahuan dalam penganekaragaman,
pengembanean, dan pengolahan Pangan Lokal; dan

pembinaan (erhadap optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalu
konsep kawasan runah pangan lestari.

'mbinaan sebagaimana d maksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui
g2 sosiahsas) dan promosi,
b bimbingan tekms, den/atau
¢ pendidikan dan latihan
Peluksanaan pembinaan dimaksud tetap dilaksanakan secara
terkoordinast antar PD sesnal tugas dan kewenangan masing masing,

(4 Velaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan ditetapkan
berdasarkan keputusan Bupati.

Jasal 23

Osialisast dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
qurufloa, dilaksanavan melalui penyebarluasan informasi, perubahan
ap dan perlalo serta ajpkan untuk memanfaatkan Pangan Lokal
chavan sumber piz keluarpa untuk pola hidup sehat, akuf, dan produknl
lon o rangke omemnpkatkan kesadaran asyarakat untuk
mengkonsums) aneka ragain pangan yang bergizi seimbang dan aman
Soniahisast dan promosi set agaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat
blakukan melalui
a gerakan atau kampany: penganckaragaman konsumsi pangan,

b lomba Cipta Menu Berazam, Bergizi Seimbang dan Aman;

O

media cetak, eleltronik dan media luar ruang,

penyuluhan, seminar, lan/atau pameran mengenal pola konsumsi
pangan beragam, bergiz scimbang dan aman; dan/atau

¢ kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam  bentuk perlombaan,
festival kuliner dan demo masak Pangan Lokal.

Dipindai dengan CamScanner
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BAD V
PEMANTAUAN

Paual 20
melalu BITITY )
an peng o Pingan melakukan  pemantauan  terhadap
ganekaragaman pangan di Daerah,

nEANA
Pasal 27

Pemantaug y
W terthadap beberhamilan  penganekaragaman  konsums)

1,1,1w+;;‘11 dilakukan dengan indikator skor Pola Pangan Harapan, yang
rienuniukkan muta dan ke ‘agaman pangan yang dikonsumi masyarakat.
< “hor Pola Panpan Harapar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dketahuy dan hasil olahan dan analisis terhadap :
data primer,
data sckundes

va Primer sebagmmana dimaksud pada ayat (2) huruf a didapatkan
Ceaiu pengumpulan data angsung ke masyarakat.

4 Tata Sekunder sebagaimina dimaksud ayat (2) huruf b merupakan
we Somal Ekoromi Nisional vang dikeluarkan oleh Badan Pusat
slistik

l’l\“ \;l
PELAPORAN

Pasal 28

welompok Wanna Penenma Bantuan dan/atau UMKM berkewapban
cembuat  laporan  penantaatan bantuan  dan  perkembangan
-.";jl;ﬂ-’!”/l”ilh“ | (salu) kil dalam 6 (enam) bulan.

aporan sebagmmana dimaksud - ayat (1) disampaikan kepada Dinas

angan
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 29
Cermavaan yang ditmbulkan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini

sankan pada
aparan Pendapatar dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota:
imifalau

nber dana lo. o sab den tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
seraturan perundang- undar gana

Dipindai dengan CamScanner



— BAB v11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

atl ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

4 Apar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturarn

Bupati ini dengan péneémpetannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima
/ puluh Kota.

peraturan Bup

Ditetapkan di T anjung Pati
Pada Tanggal 2 e ves 2020
«BUPATI LA PULUH KOTA,

pitindangkan di Sarilamak’
pada tanfigal 3 Mot e T

SELNRETARIS DAERAH JRFENDI ARBI
QUPAT N\ PULUH KOTA

’ N
F\/\\.;\Jl

VHADYA PUTERA ‘
KARUBATEN LIMA PULUH LOTA"
TAHUN....2% 20 NONOR...9

Dipindai dengan CamScanner



